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ABSTRAK 

 

Pada Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam 

mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Terdapat dua (2) 

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja 

sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk masa Pra Penempatan, 

Penempatan dan Kepulangan. Pada tahun 2016 di Yogyakarta khususnya di 

Kabupaten Kulonprogo ada 217 Tenaga Kerja Indonesia yang pergi keluar negeri 

untuk bekerja sebagai TKI. Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat paling 

tinggi sebagai peminat warga untuk pergi keluar negeri untuk menjadi TKI. Hal 

ini menarik Penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penempatan 

dan perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS 

Kabupaten Kulonprogo dan apakah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Penempatan oleh Pemerintah. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis 

empiris sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, 

dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, 

daftar pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi serta dua PPTKIS PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya 

Raharja di Kabupaten Kulonprogo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta PPTKIS bertanggung jawab atas masa Pra Penempatan, 

Penempatan dan juga masa kepulangan. Di Kabupaten Kulonprogo ada dua 

PPTKIS yang resmi yaitu PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani para Pekerja Migran untuk 

mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk bekerja di Luar Negeri. 

Permasalahan yang timbul yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia karena 

kurangnya informasi dan pengetahuan yang mendasar mengakibatkan para 

Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah diantarnya pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan. Penyikapi hal tersebut PT yang mengantar para 

TKI untuk lebih mengarahkan lagi akan bekerja seperti apa dan bagaimana 

memberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada para CTKI. 

 

 

kata kunci : Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, Undang-undang No 

39 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2013 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Al-Baqarah: 286) 

 

 

 

“Kebahagiaan kita sendiri yang ciptakan, menebar kebaikan dan 

kebahagiaan salah satu wujud meringankan beban, diri sendiri 

maupun orang lain dan berfikir positif adalah cara yang ampuh untuk 

menyembuhkan luka” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di 

luar negara asalnya. Negara yang masuk dalam kategori dunia ketiga seperti 

Indonesia, memang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk 

memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan menyediakan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi. Biasanya kita memberi sebutan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) atau untuk yang lebih spesifik Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

karena memang lapangan kerja bagi kaum perempuan lebih besar 

peluangnya untuk direkrut di sektor informal khususnya pekerja rumah 

tangga. Keberadaan mereka sering menjadi bahan pemberitaan media massa 

terkait perlakuan buruk yang mereka terima di luar negeri. Meski tidak 

semua buruh migran mengalami hal yang sama, namun tidak dipungkiri, 

sebagian besar masih berada dalam situasi rentan karena rendahnya 

perlindungan dan jaminan keamanan di negeri tujuan.
1
 

Pekerja Migran ialah pekerja yang bekerja luar dari tempat asalnya, 

baik dalam ataupun luar negara. Menurut Konvensien PBB mengenai 

Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, 

Pekerja Migran ialah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang 

bukan negara asalnya. 

                                                 
1
 http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-

migran.html, akses 12 mei 2018. 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Konvensyen_PBB_mengenai_Perlindungan_Hak_Semua_Pekerja_Migran_dan_Anggota_Keluarga_Mereka
https://ms.wikipedia.org/wiki/Konvensyen_PBB_mengenai_Perlindungan_Hak_Semua_Pekerja_Migran_dan_Anggota_Keluarga_Mereka
http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html
http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html
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Pada prinsipnya hukum kerja adalah “serangkaian peraturan yang 

mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada 

orang lain dengan menerima upah.”Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 

ayat (2)
2
 menetapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dari Pasal tersebut, jelas 

dikehendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya 

diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat 

hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh 

hukum. 

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi 

masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia 

ke luar negeri melalui kerja antar negara. Pengiriman tersebut setidak-

tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu: 

1. Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara 

penerima). 

2. Mendorong terjadinya pengalaman Kerja dan ahli teknologi. 

3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara 

(devisa). 

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, 

ternyata dalam praktek penyelenggaraannya timbul beberapa dampak 

negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas keprikemanusiaan 

yang menimpa para tenaga kerja. Terjadi tindakan-tindakan di luar batas 

                                                 
2
 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan 
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perkemanusiaan itu jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara 

individual dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sehingga tidak 

mengherankan akan timbul “suara-suara” yang menyatakan 

ketidaksetujuannya dengan program antarkerja antarnegara ini.  

Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI 

yang mengadu nasib ke berbagai negara dari  tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki  taraf hidup  dengan 

bekerja di luar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, 

eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap 

dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.  

Sementara itu, selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih 

menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih 

pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat 

dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Di samping 

faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka 

faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam 

negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang 

paling penting yaitu: pekerjaan, seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D 

ayat (2) UUD 1945. Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar 

negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk 

melindungi para Tenaga Kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang 

No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 



4 

 

Negeri diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja 

Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans 

No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang 

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk 

melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dalam rangka perbaikan tata 

kelola penempatan dan perlindungan TKI, telah dilaksanakan pengawasan 

dan monitoring terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS) yang ditindaklanjuti  dengan pemberian sanksi 

administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia (SIPPTKI) bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri serta peraturan-peraturan lainnya terkait 

penempatan dan perlindungan TKI.  

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang 

dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI 

yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak 

memadai. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah pemalsuan 

sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu 

juga pemalsuan umur calon TKI, Kemenaker terus melakukan pembenahan 

terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan 

berbagai regulasi, termasuk  terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
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(Permenaker) No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permanaker tersebut 

memberikan aturan ketat terhadap PPTKIS. "Salah satu poin penting dalam 

aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima Tahun terhadap 

penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan 

pelanggaran berat.  

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi 

kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak 

sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, baik sebelum, selama 

maupun sesudah bekerja. Perlu adanya jaminan tentang keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas 

yang sebesar-besarnya.  

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat 

untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulonprogo. Pada 

Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 orang 

ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif rendah 

mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi untuk 

menjadi TKI di luar negeri
3
. Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Nakertrans) dan 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 

                                                 
3
 Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo, akses 09 mei 2018 
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Sehubungan dengan hal tersebut, Nakertrans melakukan kerjasama dengan 

PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulonprogo 

terdapat beberapa PPTKIS yang melakukan kerjasama dengan Nakertrans. 

Salah satu PPTKIS yang bekerjasama dengan Nakertrans Kulonprogo yaitu 

PT Persada Duta Utama. Dan PT Dharmakarya Raharja. PT Persada Duta 

Utama dan PT Dharmakarya Raharja merupakan suatu perusahaan yang 

menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulonprogo. PT Persada Duta 

Utama dan PT Dharmakarya Raharja  bertanggung jawab atas masa pra 

penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan 

calon TKI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten 

Kulonprogo? 

2. Apakah Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS sudah sesuai dengan Undang-

Undang No 39 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 

2013? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan  Transmigrasi, dan PPTKIS terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia di Kabupaten Kulonprogo. 

2. Tata cara pelaksanaan proses penempatan TKI di luar negeri di 

Kabupaten Kulonprogo. 

3. Mendeskripsikan upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulonprogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian : 

1. Manfaat teoritis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

khasanah pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan 

Ilmu Hukum yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan 

Kewarganegaraan, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

  Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan 

menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Pendidikan 
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Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal untuk menjadi 

guru yang profesional. 

b. Bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi 

Dinsosnakertrans dalam rangka menetapkan kebijakan  - kebijakan 

yang mengatur tentang perlindungan TKI khususnya di 

Kulonprogo.  

c. Bagi PTKIS  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi PTKIS dalam 

rangka memberikan pelayanan bagi para calon TKI. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun literatur yang 

didalamnya membahas tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo.  Skripsi 

yang ditulis oleh Lutfiati Rohimah yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum 

Islam” yang membahas tentang hukum islam belum memberikan konsep yang 

ututh berupa ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai bagaimana prosedur 
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penempatan dan perlindungan hak-hak TKI dilaksanakan, hukum islam hanya 

bersikap fakultatif (hukum yang mengatur atau melengkapi) dan 

pelaksanaannya berdasarkan perjanjian kerja.
4
 Skripsi yang ditulis oleh 

Wisnu Kawiryan yang berjudul “Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh 

BP3KI Yogyakarta, Pada Masa Pra Penempatan” yang membahas tentang 

bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3KI pada masa pra 

penempatan meliputi: sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen 

tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan 

berkoordinasi dengan PPTKIS  juga mengalami pengaduan tentang masalah 

yang dihadapi TKI.
5
 Adapun skruipsi yang ditulis oleh Mahendra Handoko 

yang berjudul “Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”
6
 dan skripsi yang 

ditulis oleh Rashit Imany pada Tahun 2009 yang berjudul  “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar 

Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek”.
7
 

 

 

                                                 
4
Lutfiah Rohimah, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum 

Positif dan Hukum slam”,  Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart,  

(2012). 

5
Wisnu Karwiyan, “Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa 

Pra Penempatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015). 

6
Mahendra Handoko, “Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008). 

7
Rashif Imany. “Tinjauan Hukum Inslam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia 

Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek,” Skripsi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009). 
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F. Kerangka Teoretik 

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya ialah sebagai berikut: 

1. Teori Negara Hukum 

        Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya 

bahwa “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan 

pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah 

nomoi” Konsep negara hukum Eropa Kontinental Rechtstaatdi 

pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut 

Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : (1) 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) negara 

didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintah diselenggarakan 

berdasarkan Undang-Undang, (4) ada Pengadilan Administrasi 

negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum 

oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad)
8
 Hak Asasi Manusia 

(HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 

angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 

                                                 

8
Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo,Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267 
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2000 tentang Pengadilan HAM)
9
. Dengan HAM ini pemerintah bisa 

melindungi warganya baik dalm negeri maupun luar negeri. Karena 

HAM menjangkau secara luas, sudah banyak peran HAM dalam 

mengatasi berbagai masalah kemanusian di Indonesia. Mulai dari 

kasus pemulung sampai kasus TKI di bahas olek Komnas HAM. 

Perlindungan terhadap TKI Presiden Republik Indonesia Menimbang. 

Pertama,  bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib 

dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Kedua, 

bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai 

dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. 

Ketiga, bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan 

obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, 

korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan 

martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi 

manusia. Keempat, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi 

hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di 

luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan 

sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti 

perdagangan manusia. Kelima, bahwa penempatan tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan 

                                                 
9
Tulisan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, 10 November 2010, 

akses 09 mei 2018. 
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hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi 

manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja 

dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

nasional.
10

 Perlindungan terhadap tenaga kerja, sudah jelas bahwa 

para TKI menjadi tanggung jawab dan dibawah naungan Negara. 

Apabila terjadi satu dua hal maka Negara wajib mengambil tindakan 

yang tegas untuk membantu TKI  tersebut menyelesaikan 

masalahnya, karena hal ini memang secara resmi termaktub langsung 

dalam UU oleh Presiden Republik Indonesia. 

2. Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, Membina, 

Melaksanakan, dan Mengawasi Penyelenggaraan Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri." Dan dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab 

untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang 

penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara 

tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan 

Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang 

                                                 
10

 http://www.gerakanantitrafficking.com/ , akses 09 mei 2018 

http://www.gerakanantitrafficking.com/


13 

 

mempunyai peraturan perUndang-Undangan yang melindungi tenaga 

kerja asing, oleh sebab itu setiap orang dilarang mnempatkan calon 

TKI pada jabatan atau tempat kerja yang bertentangan dengan nilai-

nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perUndang-

Undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara 

tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 

angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan 

definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 

dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka 

waktu tertentu dengan menerima upah.
11

 Dalam melakukan 

perlindungan terhadap TKI, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban: 

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang 

berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang 

berangkat secara mandiri. 

b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. 

                                                 
11

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, akses 09 mei 2018. 
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c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan 

calon TKI di luar negeri. 

d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak 

dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. 

e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna 

penempatan. 

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan 

terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses 

rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan.  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai 

dengan purna penempatan 

3. Teori Kewenangan 

         Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar 

Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga 

Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan 

berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi 

kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah 

kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk 
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mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan 

dan tujuan dari orang atau Negara agar kekuasaan dapat dijalankan 

maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu 

dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) 

di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang 

mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi 

subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua 

aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan 

hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat 

bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 

(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan 

kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering 

disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan 

dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. 

Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah 

kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak 

pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam 

konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep 

hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan 

dalam konsep hukum publik 
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         Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan 

dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 

diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. 

Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar 

konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu 

pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada 

mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian  

wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama 

pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi 

mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator 

(pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, 

ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan
12

 

1. With atribution, power is granted to an administrative 

authority by an independent legislative body. The power is 

initial (originair), which is to say that is not derived from a 

previously existing power. The legislative body creates 

independent and previously non existent powers and assigns 

them to an authority. 

2. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power 

from one administrative authority to another, so that the 

                                                 
12

 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars 

Aeguilibri, 1998), hlm. 16-17 
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delegate (the body that the acquired the power) can exercise 

power in its own name. 

3. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver 

(mandans) assigns power to the body (mandataris) to make 

decision or take action in its name. 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) 

pemerintahan atau Lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang 

independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari 

kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya 

dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah 

kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ 

(institusi) Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 

(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan 

tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu 

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) 

memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk 

membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. 

Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak 

demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan 

tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin 
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dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai 

kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang 

memungkinkan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan. 

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki 

kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. 

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi 

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan 

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan 

yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan 

keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink 

menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat 

atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan 

mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 

kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 
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mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan 

suatu keputusan yuridis yang benar
13

. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitin ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

a. Sumber Data 

1. Data Primer  

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta  PPTKIS Kulonprogo 

Yogyakarta. 

2. Data Sekunder 

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan 

perpustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, 

perUndang-Undangan, serta data lain yang relevan dengan 

penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari perUndang-Undangan. 

                                                 
13

 F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 

Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006), hlm. 219. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

jurnal, dan penelitian tentang Pelaksanaan Penempatan dan 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi serta PPTKIS di Kabupaten Kulonprogo 

Yogyakarta. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. 

2. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakanpen dekatan Yuridis-Empiris. 

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan 

menggunakan dasar perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga kerja 

Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat 

Deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran 

atau sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisi data 
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penelitian.
14

 Deskriptif berarti mendeskriptifkan atau menjelaskan 

peraturan-peraturan yang ada dan yang saat ini berlaku sebagai hokum 

positif.
15

 Sedangkan analisis berarti menjelaskan lebih mendalam daripada 

sekedar deskriptif,
16

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu suatu secara memperoleh informasi langsung dan 

aktifitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

menggunakan pedoman wawancara sebagai pemandunya. 

b. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang 

sesuai dengan materi yang peneliti bahas. 

c. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang di peroleh dengan cara mengambil 

gambar atau surat-surat yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, dan PPTKIS Kabupaten Kulonprogo 

5. Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode diskriptif kualitatif yang memaparkan secara jelas 

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal apa saja yang dapat 

                                                 
14

 Soerjobo Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum normative, Suatu Tinjauan 

Singka, (Jakarta: Rajawali, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 14-15 

15
 Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara Contoh 

Penulisan Karya Ilmian Bidang Hukum, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229. 

16
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Huklum, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.Ke-3, 

hlm. 7. 
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dilakukan Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPTKIS 

Kulonprogo. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas 

mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan 

membagi pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kulonprogo dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kulonprogo serta PPTKIS 

Kabupaten Kulonprogo, Fungsi, Tugas, visi dan misi, Kedudukan, tata 

struktur serta Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Dinsosnakertrans dan 

PPTKIS dikabupaten Kulonprogo 

Bab keempat berisi tentang analisa tentang Perlindungan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PTKIS 

Kulonprogo apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 

dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013. 
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Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 

penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan dalam penelitian 

ini 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

a. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh PPTKIS 

Pelaksanaan Penempatan yang di lakukan oleh PPTKIS sudah 

cukup maksimal untuk para TKI yang ingin bekerja di Luar Negeri. 

Penempatan yang di sediakan oleh PPTKIS dapat di pertanggung 

jawabkan oleh PPTKIS tersebut. Di Kulonprogo sendiri terdapat dua 

PPTKIS yang resmi dan pelayanan yang diberikan oleh kedua PPTKIS 

tersebut sudah maksimal dan menjamin kehidupan para TKI di masa yang 

akan datang.  

b. Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh 

PPTKIS 

Ketidaksesuaian yang penulis temukan adanya para TKI yang 

pulang ke Indonesia tidak di antar ataupun di jemput oleh PPTKIS, 

seharusnya PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan para TKI. Pada 

masa Pra Penempatan sampai Penempatan, PPTKIS melaksanakan Tugas 

dan Hak yang telah di tentukan oleh Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 

20013 namun pada masa kepulangan TKI berinisiatif untuk pulang ke 

Tanah air dengan Kepulangan Mandiri. Sebagai Warga Negara Indonesia, 

kita tentunya sangat menginginkan hidup yang layak dan aman serta 
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damai, oleh karena itu banyak sekali para Warga Negara Indonesia 

memilih untuk bekerja di Luar Negeri karena terlalu sempitnya lapangan 

Pekerjaan yang ada di dalam negerinya sendiri juga banyaknya kebutuhan 

yang harus dipenuhinya sehari-hari, tak heran jika para warga negara 

berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri. Namun ada baiknya kita 

sebagai warga negara yang baik harus menghormati nama negara kita 

sendiri yaitu Indonesia dengan berbuat yang baik di negara orang lain. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa melarang siapa saja yang 

telah memenuhi syarat untuk pergi keluar negeri, PPTKIS yang 

bersangkutan tidak bisa melarang siapapun untuk pergi bekerja diluar 

negeri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana 

melaksanakan Peraturan yang baik untuk kemajuan para Tenaga kerja 

Indonesia. Perlindungan yang diberikan Dinas tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta PPTKIS sudah sangat baik bagi Para Tenaga Kerja 

Indonesia,  maka para Tenaga Kerja Indonesia harus bisa memanfaatkan 

apa yang sudah diberikan Pemerintah untuk Kepentingan para Tenaga 

Kerja Indonesia. 

2. Saran 

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar selalu melakukan 

yang terbaik untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar para TKI tidak 

mendapatkan kesalahan informasi atau menyesal dikemudian hari karena 

tidak mengikuti informasi. untuk PT Persada Duta Utama diharapkan untuk 

terus melakukan tugas-tugas yang baik agar para Tenaga Kerja Indonesia 
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tidak kecewa dengan PT Persada Duta Utama dan memilih cara Ilegal. Untuk 

PT Dharmakarya Raharja agar dapat memastikan Tenaga Kerja Indonesia 

akan bekerja dimana dan dalam posisi seperti apa agar tidak terjadi kesalah 

pahaman yang berakibat fatal. 

Dan untuk para TKI agar selalu melindungi diri dari hal-hal yang 

tidak diinginkan, dan juga harus selalu bertanya jika tidak jelas juga harus 

mengikuti semua proses yang telah disediakan agar diemudian hari tidak 

menyesal. 
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